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ABSTRACT  

 

Problem Statement/Background (GAP): Currently, there is a decline in the Indonesian 

democracy index as a result of a series of efforts to limit expression from the government. This 

has resulted in people using other ways to express themselves, one of which is the social media 

TikTok. The ease of access and the uniqueness of TikTok's algorithm make this media a powerful 

medium for expressing oneself, especially in the political field, as was the case with the 

Challenge Welcome to Indonesia 2021 which was viral globally.Purpose: This study aims to find 

out how the political attitude of the community in the Welcome to Indonesia 2021 Challenge on 

TikTok and how the people's freedom of expression actually is on TikTok. Methods: The content 

analysis technique with attitude theory was carried out on 131 political content in the Challenge 

Welcome to Indonesia 2021 to analyze the political attitudes of the people on TikTok. 

Meanwhile, the interview technique using the theory of freedom of expression was conducted on 

five informants consisting of government elements and TikTok political influencers. 

Results/Findings: The final result of the study found that the majority of content creators were 

against the government with a percentage of 55%. This shows that the public is quite dissatisfied 

with the policies made by the government. In addition, people's freedom of expression on TikTok 

is quite high as long as it does not violate applicable rules or ethics. Conclusion: The attitude of 

the majority of people against the government and supported by the high level of community 

freedom raises several suggestions where in the future it is hoped that both the government and 

the community can increase public knowledge with digital literacy, not only that, efforts to 

guarantee the freedom of expression of the people on TikTok must also be based on the 

government's high commitment, especially in terms of clarity on the regulation of the ITE Law 

and prosecution of persons who abuse these regulations. 
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ABSTRAK 

 

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Dewasa ini, terjadi penurunan indeks demokrasi 

Indonesia sebagai imbas dari adanya serangkaian upaya pembatasan berekspresi dari pemerintah. 

Hal ini mengakibatkan masyarakat menggunakan cara lain dalam mengekspresikan dirinya, salah 

satunya dengan media sosial TikTok. Kemudahan akses serta keunikan algoritma yang dimiliki 

TikTok membuat media ini menjadi salah satu media yang ampuh untuk mengekspresikan diri 
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khususnya di bidang politik seperti halnya pada Challenge Welcome to Indonesia  2021 yang 

sempat viral secara global.Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap 

politik masyarakat pada Challenge Welcome to Indonesia  2021 di TikTok serta bagaimana 

sebenarnya kebebasan berekspresi masyarakat di TikTok. Metode: Teknik content analysis 

dengan teori sikap dilakukan terhadap 131 konten politik Challenge Welcome to Indonesia  2021 

untuk menganalisis sikap politik masyarakat di TikTok. Sementara teknik wawancara dengan 

teori kebebasan berekspresi dilakukan terhadap lima informan yang terdiri dari unsur pemerintah 

serta influencer politik TikTok. Hasil/Temuan: Hasil akhir penelitian didapatkan bahwa sikap 

masyarakat (content creator) mayoritas kontra kepada pemerintah dengan persentase 55%. Hal 

ini menunjukkan ketidakpuasan masyarakat yang cukup tinggi terhadap kebijakan yang dibuat 

pemerintah. Selain itu, kebebasan berekspresi masyarakat di TikTok tergolong cukup tinggi 

selama tidak menyalahi aturan atau etika yang berlaku. Kesimpulan: Sikap masyarakat yang 

mayoritas kontra terhadap pemerintah serta didukung kebebasan masyarakat yang tergolong 

tinggi memunculkan beberapa saran dimana ke depannya diharapkan baik pemerintah maupun 

masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan literasi digital, tidak hanya itu, 

upaya penjaminan kebebasan berekspresi masyarakat di TikTok juga harus didasari dengan 

komitmen tinggi pemerintah terutama dalam hal kejelasan regulasi UU ITE serta penindakan 

terhadap oknum yang menyalahgunakan regulasi tersebut. 

Kata kunci: Demokrasi, TikTok, Challenge, Sikap Politik, Kebebasan Berekspresi 

 

I. PENDAHULUAN (15-20%) 

1.1. Latar Belakang  

 

Kebebasan dalam berekspresi merupakan salah satu syarat negara demokrasi 

sebagaimana diutarakan oleh Sulisworo, Wahyuningsih, dan Baehaqi dalam bukunya Demokrasi 

(2012:8). Wujud dari kebebasan berekspresi ini dapat dilihat pada bebasnya warga negara untuk 

menyampaikan aspirasinya berupa kritik, saran, atau pendapat kepada siapa saja termasuk 

pemerintah serta mengaktualisasikan diri dan sikapnya.  Namun akhir-akhir ini banyak pihak 

yang beranggapan bahwa pemerintah mengabaikan kebebasan berekspresi masyarakat dan 

demokrasi secara umum. Hal ini dapat dibuktikan dalam laporan The Economist Intelligence 

Unit terkait Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2010-2020 dimana terjadi fluktuasi angka indeks 

demokrasi Indonesia dari tahun 2010-2020. Pada tahun 2015 Indonesia meraih angka indeks 

tertinggi yaitu 7,03 namun berangsur menurun hingga sampai pada angka terendah pada tahun 

2020 yaitu sebesar 6,3. Penurunan ini menjadikan Indonesia berada di peringkat ke 64 dunia, 
sebuah pencapaian terendah selama 14 tahun terakhir dan membuat Indonesia tertinggal dari 

negara tetangga seperti Malaysia, Filipina serta Timor Leste (Hasibuan, 2021:32). Salah satu 

aspek yang mempengaruhi kemerosotan ini adalah menyempitnya kebebasan sipil, sebagaimana 

penilaian Lokataru Foundation tahun 2020 dalam Hasibuan (2021:32) bahwa pada era Presiden 

Jokowi terjadi penyempitan ruang ekspresi masyarakat yang tampak dari berbagai kebijakan 

pemerintah yang dikeluarkan seperti pada penanganan isu papua, tindakan intimidasi kepada 

para demonstran, kekerasan, pengerdilan kebebasan akademik hingga pemberangusan terhadap 

serikat buruh. 

Kemerosotan demokrasi yang terjadi mengindikasikan kinerja pemerintah kurang optimal 

dalam menjamin demokrasi nasional khususnya kebebasan individu dalam berekspresi. Hal ini 

didukung dengan berbagai aksi pemerintah yang dinilai membatasi kebebasan berekspresi 



 

 

masyarakat sebagaimana diutarakan dalam media berita tempo dimana tercatat sejak bulan 

Januari  hingga September 2021 terdapat sedikitnya 26 kasus pembatasan berekspresi. 

Pemerintah menjadi terkesan anti kritik dan tidak mau mendengarkan komentar negatif 

masyarakat. Padahal kritik sangat penting sebagai alat kontrol sosial dan pemerintahan. Selain 

itu, kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan juga merupakan bentuk kebebasan 

berpendapat dan berekspresi warga negara sehingga wajib dilindungi sebagai cerminan negara 

demokratis (Tilly, 2007:8).   

Terjadinya penyempitan ruang berekspresi masyarakat membuat media berekspresi lain 

semakin digemari masyarakat seperti media sosial. Tidak hanya sebagai media bersosialisasi, 

namun juga kini media sosial telah menjadi media penyalur ekspresi dan sikap politik. Ekspresi 

politik didefinisikan oleh Yamamoto dkk. (2015:884) sebagai ekspresi pandangan politik melalui 

berbagi berita politik, memposting komentar politik, berbagi video dan gambar politik, dan 

bertukar pendapat politik. Melalui ekspresi politik ini sikap politik masyarakat dapat dinilai yang 

nantinya juga akan berimbas pada partisipasi politiknya (Zhu, Chan, dan Chou, 2019:450). Hal 

inilah yang dinamakan politics of everyday life, dimana politik tidak diambil melalui jalur 

institusi atau formal tetapi melalui jalur nonformal seperti media sosial dan apa yang dilakukan 

tetaplah merupakan pilihan politik. Fenomena ini didukung dengan fakta bahwa pengguna 

internet dan media sosial Indonesia yang sangat besar bahkan melebihi setengah dari total 

populasi penduduk. Besarnya pengguna internet serta pengguna aktif media sosial ini membuat 

beragam media sosial menjamur di tanah air, seperti : YouTube, Instagram, WhatsApp, hingga 

media sosial terbaru yaitu TikTok. TikTok dapat dikatakan merupakan aplikasi media sosial 

dengan perkembangan yang paling pesat. Semenjak kemunculan platform ini pertama kali pada 

bulan September 2016 terhitung pengguna aktif mencapai 732 juta pengguna pada Oktober 2020 

di seluruh dunia.  

Pertumbuhan yang pesat ini menjadikan media sosial TikTok menjadi media baru yang 

popular dan seolah menggeser posisi media sosial lain yang telah ada sebelumnya. Media sosial 

TikTok tidak hanya dimanfaatkan sebagai media kreatifitas dan promosi saja tetapi juga bisa 

digunakan sebagai media ekspresi politik. Hal ini senada dengan yang diutarakan Nuurrianti Jalli 

bahwa dengan popularitas TikTok yang menakjubkan menjadikannya sebagai wadah baru bagi 

generasi muda dalam menyuarakan aspirasi politik. Algoritmanya yang unik membuat konten 

politik yang disebarkan oleh pengguna dapat dilihat oleh pengguna di belahan dunia lain seperti 

Amerika dan Eropa melalui berbagai interaksi seperti likes, share, dan comment pada for you 

page (fyp). bentuk ekspresi politik di TikTok Indonesia yang sempat menjadi trending adalah 

challenge (tantangan) welcome to Indonesia. Challenge ini telah dilihat hingga 930,3 juta kali 

melalui #welcometo dan menjadi trending hastag pada bulan September 2021 di media sosial 

TikTok. Terlepas dari beragam tanggapan mengenai eufimisme yang muncul, konten ini viral 

dan berubah menjadi challenge (tantangan) yang diikuti hampir semua kalangan dengan 

bermacam  bentuk baik kritik sosial hingga konten nasionalisme. Alhasil challenge ini telah 

menjadi sarana ekspresi politik yang beragam bagi masyarakat. Tidak hanya media dalam 

ekspresi politik, konten politik dalam challenge ini ternyata mampu menunjukkan preferensi 

serta sikap politik masyarakat melalui ekspresi politik yang diutarakan oleh content creator 

(pembuat konten) dari konten politik yang dibuat. Pentingnya mengetahui sikap politik 

sebagaimana dikemukakan oleh Cottam dalam Wijaya (2019:18) adalah untuk memahami 

bagaimana pandangan dan preferensi masyarakat serta asumsinya yang mampu menentukan 

perilaku politik. Dengan mengetahui sikap serta perilaku politik, pemerintah akan dapat 

memahami polarisasi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat serta mengetahui sejauh mana 



 

 

sikap kritis masyarakat sehingga dapat dijadikan strategi komunikasi politik pemerintah 

sekaligus bahan evaluasi dan pengukuran terhadap kinerjanya. Selain sikap politik, penilaian 

kebebasan berekspresi juga dapat dilakukan melalui media sosial TikTok ini. Dengan 

mengetahui respon dan opini masyarakat mengenai kebebasan berekspresi di media sosial dapat 

menjadi bahan evaluasi serta perbaikan terhadap upaya pengembangan jaminan demokrasi tanah 

air. 
 

 

1.2.  Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian) 

 

Akhir-akhir ini banyak pihak yang beranggapan bahwa pemerintah mengabaikan 

kebebasan berekspresi masyarakat dan demokrasi secara umum. Hal ini dapat dibuktikan dalam 

laporan The Economist Intelligence Unit terkait Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2010-2020 

dimana terjadi fluktuasi angka indeks demokrasi Indonesia dari tahun 2010-2020. Pada tahun 

2015 Indonesia meraih angka indeks tertinggi yaitu 7,03 namun berangsur menurun hingga 

sampai pada angka terendah pada tahun 2020 yaitu sebesar 6,3. Penurunan ini menjadikan 

Indonesia berada di peringkat ke 64 dunia, sebuah pencapaian terendah selama 14 tahun terakhir 

dan membuat Indonesia tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia, Filipina serta Timor 

Leste (Hasibuan, 2021:32). Salah satu aspek yang mempengaruhi kemerosotan ini adalah 

menyempitnya kebebasan sipil, sebagaimana penilaian Lokataru Foundation tahun 2020 dalam 

Hasibuan (2021:32) bahwa pada era Presiden Jokowi terjadi penyempitan ruang ekspresi 

masyarakat yang tampak dari berbagai kebijakan pemerintah yang dikeluarkan seperti pada 

penanganan isu papua, tindakan intimidasi kepada para demonstran, kekerasan, pengerdilan 

kebebasan akademik hingga pemberangusan terhadap serikat buruh. 

Kemerosotan demokrasi yang terjadi mengindikasikan kinerja pemerintah kurang optimal 

dalam menjamin demokrasi nasional khususnya kebebasan individu dalam berekspresi. Hal ini 

didukung dengan berbagai aksi pemerintah yang dinilai membatasi kebebasan berekspresi 

masyarakat sebagaimana diutarakan dalam media berita tempo dimana tercatat sejak bulan 

Januari  hingga September 2021 terdapat sedikitnya 26 kasus pembatasan berekspresi. 

Pemerintah menjadi terkesan anti kritik dan tidak mau mendengarkan komentar negatif 

masyarakat. Padahal kritik sangat penting sebagai alat kontrol sosial dan pemerintahan. Selain 

itu, kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan juga merupakan bentuk kebebasan 

berpendapat dan berekspresi warga negara sehingga wajib dilindungi sebagai cerminan negara 

demokratis (Tilly, 2007:8).   

 

 

1.3. Penelitian Terdahulu  

 

Penelitian mengenai sikap politik serta kebebasan berekspresi di media sosial cukup 

jarang ditemukan, mayoritas meneliti platform seperti YouTube, Twitter, dan Instagram. 

Menariknya, penelitian terhadap media sosial TikTok yang tengah digemari belakangan ini justru 

belum pernah dilakukan sebelumnya. Kajian mengenai sikap politik telah dilakukan oleh Neng 

Sys Mafazah (2020), Malisa Ladini (2017), Meihong Zu dan Aihua Li (2019), Jennifer Hoewe 

dan Cynthia Peacock (2020), serta Rahmidevi Alfiani dkk. (2020).  

Mafazah (2020), dalam penelitiannya yang berjudul Budaya Politik dan Elite Sikap Politik 

Pengurus PCNU Pandeglang Banten terhadap Pencalonan Ma‟ruf Amin dalam Pilpres Tahun 



 

 

2019 memberikan hasil bahwa ada tiga varian sikap pengurus PCNU Pandeglang, meliputi: 

sikap netral, mendukung dan tidak mendukung. Tindakan pemenangan dilakukan oleh pengurus 

dengan beragam cara seperti kampanye, sosialisasi lewat media sosial, pembuatan posko 

pemenangan, deklarasi serta melakukan pemilihan suara di TPS dan ada pula pengurus yang 

tidak memihak terhadap salah satu pasangan calon demi menjaga netralitas organisasi. 

Sementara itu, Ladini (2017) dengen penelitiannya mengenai Sikap Politik Petani dalam Pilkada 

Kabupaten Semarang 2015 di Kelurahan Pringapus Kecamatan Pringapus memberikan hasil 

penelitian bahwa petani di kelurahan Peringapus yang aktif dalam kelompok tani mempunyai 

sikap politik yang lebih baik terhadap partai politik atau gabungan partai politik pengusung 

calon serta calon bupati dan wakil bupati pada pilkada kabupaten semarang tahun 2015 daripada 

petani yang pasif atau tidak aktif dalam kelompok tani dimana mereka menunjukkan sikap 

politik yang negatif. 

  Penelitian lainnya oleh Zhu dan Li (2019) dalam Political Attitudes of the Chinese Young 

People ：An empirical study based on anti-corruption issue, menampilkan hasil bahwa efek 

liputan media pada evaluasi  pemuda China tergantung pada karakteristik individu mereka. 

Penelitian ini juga memberikan saran kepada pemerintah untuk memperhatikan pemuda yang 

melakukan evaluasi rendah terhadap situasi anti korupsi dan mengambil strategi untuk 

menginspirasi antusias politik dan meningkatkan kepercayaan politik mereka. Tidak hanya itu, 

penelitian mengenai The power of media in shaping political attitudes oleh Hoewe & Peacock 

(2020) juga turut mewarnai kajian mengenai sikap politik, dimana menunjukkan bagaimana 

orang terlibat dengan media berita dapat mempengaruhi sikap politik mereka. Mengenai 

kebebasan berpendapat dan media sosial, Alfiani dkk. (2020) memberikan sumbangsihnya dalam 

penelitiannya mengenai Kebebasan Berpendapat dan Media Sosial di Indonesia dengan hasil 

yang menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi masyarakat dalam berdemokrasi di media 

sosial adalah hoaks, perundungan, pro-kontra, penurunan norma dan etika, insekuritas yang 

tinggi, masalah belajar, serta budaya konsumtif Sehingga dari tantangan tersebut masyarakat 

menilai perlu adanya pembatasan sosial untuk mengatasi isu SARA serta tindak kejahatan.  

 

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah (Penting jelaskan perbedaan Penelitian Anda dengan 

penelitian sebelumnya) 

Penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian yang tergolong baru dan belum 

pernah dilakukan sebelumnya. Hal ini dikarenakan penulis menggabungkan kajian mengenai 

sikap politik dan kebebasan berekspresi pada media sosial yang masih minim dikaji yaitu 

TikTok. Terlebih lagi, penelitian ini dilakukan terhadap konten yang ada dalam Challenge 

Welcome to Indonesia 2021, challenge yang terbilang masih belum lama trending dan terjadi.  

Selain itu, teknik analisis data yang dilakukan berupa content analysis juga merupakan teknik 

yang tergolong baru dalam metodologi penelitian.  

 

1.5. Tujuan.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap politik masyararakat pada 

TikTok melalui konten politik dalam Challenge Welcome to Indonesia 2021 serta bagaimana 

kebebasan berekspresi masyarakat di TikTok 

 

II. METODE (5-10%) 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, hal ini ditujukan untuk melihat 

dan mengungkap suatu fenomena atau objek dalam konteksnya, menemukan arti atau 



 

 

pemahaman yang mendalam mengenai isu yang dihadapi, dimana berada dalam bentuk data 

kualitatif baik gambar, kata, maupun kejadian (Yusuf, 2017). Data yang ada dikumpulkan 

menggunakan dua cara yang berbeda, dalam hal analisis sikap politik di TikTok diguanakan 

pengambilan data secara langsung pada aplikasi TikTok, sedangkan untuk menganalisis 

kebebasan berekspresi dilakukan teknik pengambilan data berupa wawancara, dokumentasi dan 

observasi. Terdapat dua teknik analisis data yang dilakukan tergantung pada rumusan masalah 

yang diteliti. Untuk menganalisis sikap politik masyarakat penulis menggunakan metode content 

analysis sedangkan dalam menganalisis kebebasan berekspresi masyarakat di TikTok digunakan 

teknik reduksi data oleh Miles dan Huberman.  

 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN (60-70%) 

 

Penulis menganalisis sikap politik masyarakat pada TikTok melalui Konten Politik pada 

Challenge Welcome to Indonesia 2021 dengan menggunakan teori sikap (Azwar, 2013:24-28). 

Sehingga dapat diketahui bagaimana maksud dan makna dari konten politik yang diteliti. 

Terdapat tiga aspek yang dianalisis berdasarkan teori Sikap menurut Azwar (2013:24-28) yaitu 

(1) Kognitif, (2) Afektif, dan (3) Konatif. Sementara dalam mengetahui bagaimana kebebasan 

berekspresi masyarakat di TikTok digunakan teori kebebasan berekspresi (La Rue, 2010). 

 Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut. 

3.1. Analisis Sikap 

Pada bagian ini analisis dibagi menjadi 3 kolom sesuai dengan teori analisis sikap 

menurut Azwar (2013:24-28) yaitu kognitif, afektif dan konatif. Konten akan dianalisis baik dari 

segi pengetahuan (kognitif) yang terdiri dari 6 tingkatan pengetahuan menurut Notoatmodjo 

(2012:50-52), dari segi kecenderungan (afektif) yaitu dengan kecenderungannya terhadap 

pemerintah atau masyarakat apakah pro, netral atau kontra, serta segi sikap (konatif) yang dapat 

dilihat dari preferensi atau sikap yang dipilih apakah pro, netral atau kontra terhadap pemerintah. 

Diagram 1 

Diagram Dimensi Kognitif  

 

Sumber: Hasil pengolahan data riset 2022 
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Diagram 2 

Diagram Dimensi Afektif (Pemerintah) 

 

Sumber: Hasil pengolahan data riset 2022 

 

Diagram Dimensi Afektif (Masyarakat) 

 

 

Sumber: Hasil pengolahan data riset 2022 

 

Diagram 3 

Diagram Dimensi Konatif 

 

Sumber: Hasil pengolahan data riset 2022 

 

Pada Diagram 1 Dari diagram diatas dapat dipahami bahwa tingkat kognitif atau pemahaman 

masyarakat (content creator) dalam membuat konten masih tergolong ke dalam level memahami 

sebesar 40%. Sebanyak 34% content creator juga berada pada level terendah yaitu tahu. 
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Sementara itu, content creator yang berada pada level evaluasi atau level kognitif tertinggi 

sebanyak 13%. Dari hasil persentase tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat yang diwakili 

content creator masih pada pada level kognitif yang cukup rendah yaitu memahami. Hal ini 

menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat dapat menginterpretasikan secara tepat terhadap 

suatu objek atau isu politik.  Tidak hanya itu, masyarakat juga telah paham dan mampu 

melakukan penarikan kesimpulan serta peramalan terhadap objek yang dipelajari. 

Pada Diagram 2 Dari hasil penelitian terhadap dimensi afektif didapatkan bahwa kecenderungan 

negatif terhadap pemerintah meraih persentase mayoritas sebesar 55%, netral sebesar 11% dan 

positif sebesar 34%. Berbeda dengan kecenderungan terhadap masyarakat, dimana persentase 

mayoritas adalah positif sebesar 56%, netral sebesar 10% dan negatif sebesar 34%.  Dari diagram 

diatas dapat dipahami bahwa masyarakat (content creator) lebih mendukung masyarakat 

dibandingkan pemerintah. Hal ini dapat ditunjukkan dengan persentase positif masyarakat 

sebesar 56% dan persentase negatif pemerintah sebesar 55%. Sementara itu, hal tersebut juga 

dapat ditunjukkan dengan persentase positif pemerintah dan masyarakat yang sama-sama hanya 

sebesar 34%. Dukungan terhadap masyarakat ini terlihat dari banyaknya konten yang 

mengangkat dan membela hak-hak rakyat kecil atau masyarakat luas. 

Pada Diagram 3 Dari penelitian yang telah dilakukan terhadap dimensi konatif, diperoleh bahwa 

sikap content creator kepada pemerintah mayoritas adalah kontra sebesar 55%, pro sebesar 34% 

dan netral sebesar 11%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang diwakili oleh content 

creator memiliki sikap yang kontra atau tidak mendukung pemerintah. Kondisi ini dapat dilihat 

dari banyaknya content creator yang mengangkat isu kritikan terhadap kebijakan atau 

kekecewaan terhadap suatu tokoh tertentu pada Challenge Welcome to Indonesia. Dimensi 

konatif memiliki hasil yang serupa dengan dimensi afektif kepada pemerintah. Hal ini 

dikarenakan, kecenderungan content creator kepada pemerintah pasti akan selaras juga dengan 

sikap yang dia tunjukkan. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dari grafik, dimana persentase 

dimensi afektif terhadap pemerintah sama dengan persentase dimensi konatif yaitu sebesar 55%.  

Penulis menyimpulkan bahwa analisis terhadap sikap politik masyarakat mayoritas negatif 

kepada pemerintah. Mayoritas masyarakat yang kontra terhadap pemerintah mengindikasikan 

adanya ketidakpercayaan publik serta kekecewaan terhadap kebijakan yang dikeluarkan 

pemerintah. 

 

3.2. Kebebasan Berekspresi Masyarakat 

Penilaian mengenai kebebasan berekspresi masyarakat yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Konsep La Rue (2010:18) mengenai dua cara melihat kebebasan berekspresi. Selain 

itu, kebebasan berekspresi yang dimaksud dalam penelitian adalah kebebasan yang dimunculkan 

masyarakat melalui media sosial yaitu TikTok. Bentuk ekspresi yang dimunculkan meliputi 

komentar dan pengunggahan konten bermuatan ekspresi individu. 

 



 

 

 

3.2.1. Kebebasan dalam Mencari, Mendapatkan, Menyebarkan Informasi dan Gagasan 

Melalui Media Apapun di TikTok  

Dalam mengetahui bagaimana kebebasan masyarakat dalam mencari informasi dan 

gagasan di TikTok, penulis menggunakan teknik wawancara serta observasi. Berdasarkan hasil 

wawancara yang dilakukan terhadap dua pihak yaitu pemerintah dan influencer politik, 

didapatkan hasil bahwa masyarakat termasuk bebas dalam mencari informasi di TikTok. Hal ini 

didukung oleh berdasarkan observasi yang dilakukan penulis terhadap aplikasi TikTok. 

Kemudahan dan kebebasan dalam mencari informasi di TikTok dapat ditemukan melalui fitur 

pencarian yang ada di TikTok. Pengguna hanya perlu mengetikkan topik yang ingin dicari 

seperti “covid 19” maka dengan mudah konten berisikan tema covid akan muncul, baik bertema 

edukasi, konspirasi, politik, hiburan daily life dan sebagainya. Dengan adanya fitur ini, 

masyarakat secara mudah dapat mencari topik yang ingin mereka cari. Selain itu terdapat juga 

fitur trending hastag dimana pengguna dapat mencari konten-konten tertentu dari hastag yang 

trending di TikTok.  

Serupa dengan kebebasan dalam mencari informasi di TikTok, kebebasan masyarakat 

dalam mendapatkan informasi juga dalam kategori “bebas” saja. Hal ini didukung oleh hasil 

wawancara kelima narasumber yang mayoritas menjawab “bebas”. Poldagri berpendapat bahwa 

kebebasan masyarakat dalam mendapatkan informasi itu sangat bebas sekali. Hal ini 

dilatarbelakangi oleh adanya kemudahan akses masyarakat ke TikTok oleh siapapun, dimanapun 

dan kapanpun. Tidak hanya itu, kebebasan yang ada tergantung pada konten itu sendiri, apabila 

memuat hal sensitive tentunya akan langsung di take down atau ditindaklanjuti oleh pihak 

berwenang.  

Salah satu penyebaran yang paling massif dan cepat terjadi adalah melalui media sosial, 

khususnya baru-baru ini adalah TikTok. Hal ini dikarenakan banyaknya jumlah pengguna 

TikTok yang ada sehingga memungkinkan persebaran informasi terjadi dengan cepat. Fenomena 

ini didukung adanya fitur FYP yang memungkinkan konten dari negara lain untuk masuk dan 

dilihat di negara lainnya. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis terhadap media 

sosial TikTok, masyarakat tergolong “bebas” dalam menyebarkan informasi seperti membuat 

konten tertentu di TikTok. Hal ini didasari adanya fitur yang memungkinkan masyarakat untuk 

dapat membuat konten dengan topik apapun tanpa adanya batasan kreatifitas. Pengguna dapat 

membuat video pendek dengan mengkombinasikan cuplikan video tertentu, tulisan serta musik 

sehingga konten menjadi lebih menarik untuk dilihat.  

 

3.2.2. Kebebasan dalam Mengekspresikan Diri Melalui Media Apapun 

Pengukuran kebebasan berekspresi masyarakat di TikTok, dilakukan pula wawancara 

kepada dua pihak yaitu pemerintah yang diwakili Poldagri dan Kepala Sub Koordinator 

Monitoring Isu serta masyarakat yang diwakili oleh tiga influencer politik di TikTok.  

 



 

 

 

 

 

1. Pandangan terkait kebebebasan berekspresi 

Pandangan terkait kebebasan masyarakat dalam mengekspresikan diri di TikTok, baik 

dari pemerintah maupun influencer memberikan jawaban yang cukup bervariatif, namun dapat 

diambil mayoritas yaitu bebas. 

2. Kebebasan dalam menentukan preferensi di TikTok 

Salah satu indikator untuk mengukur kebebasan berekspresi adalah seberapa bebas 

masyarakat dalam menentukan preferensinya. Berdasarkan hasil wawancara terhadap tiga 

influencer politik didapatkan hasil bahwa masyarakat merasa “bebas” dalam menentukan 

preferensi nya di TikTok.  

3. Faktor Penghambat dalam Kebebasan Berekspresi 

Ada beberapa faktor yang menghambat masyarakat dalam mengekspresikan diri di 

TikTok. Narasumber anonim berpendapat bahwa hambatan ada pada komentar netizen yang 

cenderung memberikan komentar beragam sesuka hati. Sementara itu, narasumber Kintan Putri 

beranggapan bahwa hambatan terdapat pada diri content creator itu sendiri yang cenderung 

overthinking terhadap dampak dari konten yang dibuat, bagaimana respon dari masyarakat, 

apakah kontennya terlalu ekstrem atau bahkan kurang ekstrem.  

4. Adanya pembatasan terhadap kebebasan berekspresi 

Pembatasan kebebasan berekspresi bermakna serangkaian kegatan yang bertujuan untuk 

mengekang atau membatasi kebebasan berekspresi seseorang. Berdasarkan hasil wawancara, 

baik pemerintah maupun influencer memberikan pernyataan yang berbeda satu sama lain. 

Narasumber Poldagri beranggapan bahwa pembatasan merupakan hal yang perlu untuk 

dilakukan, karena sejatinya pembatasan ada bukan untuk mengekang, atau mempersulit 

seseorang dalam berekspresi namun justru berguna untuk mengendalikan serta 

mengharmonisasikan. Sementara itu, Kepala Sub Koordinator Monitoring Isuberpendapat bahwa 

masyarakat memiliki hak menyampaikan pendapat atau informasi apapun selama tidak 

melanggar undang-undang atau regulasi yang ada.  

 

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian  

Dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa mayoritas masyarakat 

bersikap kontra kepada pemerintah. Mayoritas masyarakat yang kontra terhadap pemerintah 

mengindikasikan adanya ketidakpercayaan publik serta kekecewaan terhadap kebijakan yang 

dikeluarkan pemerintah. Masyarakat (content creator) mengekspresikan dirinya atau sikapnya 



 

 

yang kontra tersebut melalui konten yang dihasilkan. Sikap ini mampu menjadi gambaran bagi 

khalayak luas untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap suatu isu yang 

beredar. Apabila masyarakat meresponnya dengan negatif (kontra) maka berarti pandangan 

masyarakat secara umum adalah negative, namun apabila respon masyrakat positif maka berarti 

begitulah gambaran pandangan masyarakat luas. Tidak hanya itu, masifnya digitalisasi saat ini 

membuat masyarakat awam cenderung mengaminkan segala perspektif dan informasi yang 

mereka dapatkan. Adanya sikap politik masyarakat yang kontra di media sosial TikTok akan 

turut membuat masyarakat awam untuk mengikutinya dan menerima pandangan tersebut tanpa 

adanya upaya analisis dan crosscheck. 

Sikap politik ini sangat penting tidak hanya sebagai cerminan bagi sukses tidaknya 

kebijakan pemerintah serta bagaimana kemauan yang diminta masyarakat saja, namun juga 

penting bagi elektabilitas dan tingkat kepuasan masyarakat kepada pemerintah. Gambaran 

masyarakat yang negatif akan ikut memberikan gambaran yang buruk juga kepada pemerintah 

sebagai pihak yang membuat dan mengeluarkan kebijakan tersebut. Sehingga tentu saja 

pemerintah mengharapkan sikap positif atau dukungan dari masyarakat daripada sikap kontra 

dari masyarakat.  

Meskipun begitu, sebanyak 34% masyarakat cenderung memiliki sikap positif atau 

mendukung terhadap pemerintah. Hal ini terkait dengan kesuksesan kebijakan yang dilakukan 

pemerintah sehingga masyarakat mendukung. Selain itu sikap positif ini juga ditunjukkan dari 

banyaknya masyarakat yang mendukung kebijakan pemerintah dan turut membantu 

mengedukasi masyarakat dalam kontennya. Seperti dalam konten mengenai edukasi protocol 

kesehatan kepada masyarakat serta sosialisasi bahaya virus COVID-19.  

Dalam hal kebebasan berekspresi masyarakat tergolong tinggi. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil wawancara dari lima narasumber dengan latar belakang dan peran yang berbeda. Kelima 

narasumber memberikan jawaban bervariatif namun secara umum menyatakan bahwa TikTok 

adalah platform yang memberikan kebebasan yang tergolong tinggi dalam berekspresi.  

 

KESIMPULAN (5-10%) 

Penulis menyimpulkan bahwa sikap content creator (masyarakat) mayoritas negatif 

(kontra) kepada pemerintah yang artinya masyarakat cenderung tidak puas dan tidak setuju 

dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah. Selain itu, Kebebasan berekspresi masyarakat di 
TikTok tergolong cukup tinggi, meskipun kenyataannya seringkali terdapat permasalahan 

terhadap UU ITE ataupun beberapa kasus take down atau pembatasan ruang berekspresi yang 

mencuat di masyarakat.  

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan 

narasumber penelitian. Dikarenakan lilngkup luas secara nasional pemilihan narasumber 

dilakukan melalui teknik purposive sampling dan yaitu influencer politik di TikTok. Penulis 

memiliki kendala dan kesulitan dalam menemukan narasumber yang memenuhi standard an 

berkemauan untuk terlibat dalam penelitian penulis. 

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih banyak hal yang dapat 

dikaji dan diperluas dalam penelitian ini. Oleh karenanya penulis mengharapkan narasumber 



 

 

yang lebih banyak untuk bisa memberikan jawaban yang mampu mewakili suara masyarakat 

dalam meneliti kebebasan berekspresi. 
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